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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2011
TENTANG
WILAY AH ADMINISTRASI PULAU KAKABIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan
yang terdiri atas pulau-pulau, yang masuk ke dalam wilayah administrasi
pemerintahan tertentu,

bahwa Pulau Kakabia yang berada di antara Kabupaten Kepulauan Selayar
Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara
perlu ditetapkan status wilayah administrasi pemerintahannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Wilayah
Administrasi Pulau Kakabig;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat |
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat | Sulawes Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG WILAYAH
ADMINISTRASI PULAU KAKABIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:


http://www.djpp.depkumham.go.id

2.

1. Kabupaten Kepulauan Selayar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 di Sulawesi.

2. Provinsi Sulawes Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara Dengan
Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi UtaraTengah Dan Daerah Tingkat | Sulawesi
Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) menjadi Undang-
Undang.

Pasal 2
Pulau Kakabia terletak di bagian timur Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi
Sulawesi Selatan pada posisi 6° 54 7” Lintang Selatan (LS) dan 122° 13’ 11" Bujur
Timur (BT).

Pasal 3
Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar
Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulal berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 26 September 2011
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 7 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 626


http://www.djpp.depkumham.go.id

